
SABI 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi daerah yang diiringi dengan l.risis monetcr d1mann 

kepada daerah dibcrikan kewenangan yang seluas-luasnya untul. bcrdiri di atas 

kckuatannya sendiri. maka pcmcrintah daerah dihadapkan pada l>el>erapa 1..esulitan 

yang padn dnsamya ditujukan b:igi berjalannya proses pcmbangunan dnn 

p..:1111.:ri ntahan 

Dacrah-dacrah yang selamu ini mem iliki kekayaan alam yang bcrlimpah· 

limpah mnka pcrihal otonomi daerah tentulah tidak menjadi persoalan, tctapi kcadaan 

tcrsebut akan berbalik bagi daerah-daerah yang minus sumbcr daya alam dan juga 

sumber daya manusianya. 

Hal yang utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah perihal 

terscdianya sumbcr dana bagi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan pada 

dnerah yang bersangkutan. sehingga dengan demiki.an maka pelaksanaan administrasi 

keuangan bagi masing-masing daerah perlu di ke lola dan ditata sebaik mungkin 

sehingga bcrimbal balik bagi mendukung peningkatan kesejahteraan bagi dnerah yang 

l>er.;angk Utan. 

Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai sebuah kajian ilmu Hukum 

,\dministrasi Negara pada suatu daerah dimulai dari terbitnya anggaran pada daerah 

yang bersangkutnn. Atnu dengan perkataan lain bahwa suatu daerah di dalam kegiatan 

pelaksanaan pcmbangunan dan pcmerintahan bertitik tolak dari anggaran yang telah 
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ditetapkan sebelumnya pada awal tahun dan dipergunakan selama masa periode 

anggaron tersebut berlaku. 

Anggaran yang tclah di1ctapkan besamya maupun tujuannya 1idaklah pula 

scclcmikian �aja dapnt di1erapkan di lapangan. Banyak kcntlaln y:111g ditc.:111ui, 

misalnya ketidakstabilan nilai Rupiah yang selama ini tcrjadi dimana scwaktu 

anggaran dibual nilai Rupiah sl�1h1I di pasaran Lctapi scwaktu angguran hcrjalan di 

lapangan. nilai Rupiah mcnpdi mcrosot schingga dana yang schcnamya tclah 

direncanakan nilainya menjadi membengkak. 

Kendala lainnya adalah terjadinya penyelewengan-penyelewcngan olch oknum­

oknum yang tidak bertanggung jawab schingga hanya dipcrgunakru1 untuk 

kepcntingan pribadinya scmaUL 

Diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 

Dacrnh. maka dikatakan di dalarn Pasal 78 ayat ( 1) bahv. a .. penyclcnggaraan tug<is 

pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Bn&iaran pendapatan dan 

belanja daerah �. Dari ketcntuan bunyi pasal tersebut ditambah <lengan berlakunya 

otonomi daerah rnulai tahun 200 I maka kepada daerah diberikan kewenangan yang 

besar di dalarn rnengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya yang kcrnudian 

dikernbalikan lagi menjadi sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan dan juga 

pemerintahan. 

Unruk hal yang demikian maka pelaksanaan penyusunan anggaran harus 

dilakukan secara maksimal dengan menimbang hal-hal yang dapat diklasifikasikan 

dapal mengubah anggaran itu sendiri. Selain itu tindakan pengawasan 1erhadap 
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